JASA USAHA — RETRIBUSI

2013

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NO. 3, LD.2013/NO.3. TLD NO. 29. HLM.

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK:

CATATAN :

Dalam upaya menjamin terlaksananya pemungutan retribusi jasa usaha yang
mampu memberikan kepastian hukum, transparansi dan keadilan bagi
masyarakat serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat di
Kabupaten Aceh Timur, yang diharapkan akan mampu menjamin terwujudnya
keteraturan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat dan
kepentingan umum. Retribusi Jasa Usaha dimaksudkan agar pemberian
pelayanan kepada orang pribadi atau badan lebih menerapkan prinsip-prinsip
komersial sebagaimana layanan serupa yang dilaksanakan oleh dunia
usaha/swasta.

Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun
1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999;
UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU
No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.
28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58
Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun
2010; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011.

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Retribusi Jasa
Usaha, Jenis Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Usaha, Wilayah Pemungutan
Retribusi, Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan
Penundaan Pembayaran, Sanksi Administratif, Keberatan, Pemberian
Keringanan, Pengurangan dan Penghapusan Retribusi, Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Retribusi, Penghapusan Piutang Retribusi yang
Kedaluarsa, Peninjauan Tarif Retribusi, Pemeriksaan, Penyidikan, Ketentuan
Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 4 April 2013.

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan
dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
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